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NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETR!HUS[ PELLAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT THHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa sumber dava dacrah scbagal potenst daerah perlu digali dan
dimanfaatkan  sehingga  memberi  kontribusi  untuk  meningkatkan
pendupatan asli daerah agar dapat menunjang biaya penyelenggaraan
pemerintahan  dacrah  di  discgala  bidang  antara  lain  dibidang
pemerintahan,  pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di
Kabupaten Bolaang Monzondow:

bahwa dengan telah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tabun
2009 tentang Pajak  Dacrah  dan  Retribusi Daerah, maka untuk
menyesuaikan ketentuan dalam  Undang-undang dimaksud dipandang
perlu  menyusun  kembali  Peraturan  Daerah Kabupaten Bolaang
Mongandow Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pemungutan Retribusi Pasar
dan Peraturan Pcrubahannya, dalam rangka memberikan kepastian hukum
dan keadiian hukum kepada masyarakat;

bahwa berdassrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, periu menctapkan Peraturan Daerah;

Undang-undany Republik Indonesia Nomor 29 Tghun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat 1T di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomeor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037);

Undane-undan.s Republis Indonesio Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Paniva Prusan Plutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nowmor 2104,

Undang-undang Nomor 8 twhun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Nciara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana
{(Lembaran Nezara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tanibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan 'eraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389):

Undang-undanz Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan wtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
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Undang undar 2 Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kecea atas | ndang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan aerah {1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambaban lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844).

Undang-undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomaor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Ne:ara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).

Peraturan Pemzrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagina Urusan

Pemerintahan antira Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Lo e it

Indonesia Non:or 47371,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang

Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Deerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan
Daerah ;

. Keputusan Menteri  Perhubungan Nomor 174 Tahun (997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

. Keputusan M nteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 1997 Tata Cara

Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;

. Keputusan Menteri Delam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang

Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat (1.
Peraturan Dacrah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 13olaang
Mongondow;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1l

Dengan Peraturan Daerah ini yang d:maksud dengan
Dacrah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow ¢
Pemerintah Daerah adalal Busan beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan

l.

-

Pk schutil Dacrahy;

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow,
Dewan Perwakilan Rakyat Duaerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerab
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Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang bertakan

Pasar adalah tempat yang diberi hatas tertentu dan tersiri atas halaman/peralatan, bangunan
yang berbentuk los atau kios, rukodan bentuk lainnya yang dikelolah oleh pemerintah Daerah
dan khusus disediakan untuk berdagang.

Los adalal pangunan tetap didalam lingkungan pasar herbentuk bangunan memanjang, tanpa
dilengkapi dinding.

Kios adalah bangunan dipasar vany beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan
dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usah
berjualan;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribust atas jasn yang disediakan atau diberikan oich
Pemerintal Dacrah untuk tjuan kepentinpan dan kemanfaatan umum serta dapat dintkmati
oleh orang pribadi atau badan.

_Retribusi pasar yang selanjutnya dapal disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan

fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / peralatan los atau Kios yang
dikelolah Pemerintah dan khusus disediakan untuk berdagang tidak termasuk vang dikelolah
oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar, BUMN dan Swasta

}. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturai perundang-

undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah,

Masa Retribusi adalah jangka waktu terfentu yang merupakan batas waktu bag wijib

retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar,

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORP adalah

Surat vang digunakan oleb wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribust dan wajib
retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan ying berlaku.

. Sural Ketetapan Retribusi Daerah, vang sefanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Sural

Keputusan yang menentukan besariyd jumilah retribusi yang terutang.

_Surat Ketetapan Retribusi Daerai Kurang Bayar ‘Tambahan, yang selanjutnya dapat disingxa

SKRDKRBT, adalah Surat Keputusan ydng menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
telah ditetapkan.

Sura: Ketetapan Retribusi Daerzh lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi jumiah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak diharuskan terutang.
Surat Tagthan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Keberatan «dalah surat keputusan atau keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, atau terhadap pemotong atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya. badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan. firma kongsi, koperasi yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga dana pens’unan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usah lainnya.

Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/

atau bukti yang dilaksanakan sccara obkektil dan professional berdasarkan suatu standard
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau
untuk tujuan lain dalam rangks melaksanakan Ketenfuan peraturan perundang- undangan
yvang berlaku ‘

. Penvidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik “untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta merumukan
tersangkanya.



BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan lasilitus
pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, Los dan Kios yang dikelola
pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyedisan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa
pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah IDaerah, dan Khusus disediakan untuk
pedagang.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayvanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta,

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribudi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar
tradisional/ sederhasana yang dikeloli ofeh Pemerintah Daerah

BAB 1
GOLONGAN RETRIBUSI
Prasal 8

Retribusi Pelavanan Pasar Dipolonghan sebaga Retribusi jasa umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkal Penggunaan jasa diukur berdasarkan Luus, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BABY
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip ;dan sasaran dalam Penctapan steuktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk
menutGp biaya penyelenggaraan.. penyediaan  pelayanan fasilitas pasar dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakaixan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian
atas pelayanan tersebut. : - - ’

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pasal ayat | (satu) meliputi biaya penyusutan biaya bunga
pinjaman, biaya operasional dan vemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(1) Struktur tar@digo]ongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari halaman pelataran Los.
“dan Kios, Ruko, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 {satu) digunakan untuk menentukan kelas pasar.



(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayal 2 (dua) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebapal berikut :

Kelas I.

a. Los
- Darurat Imx bn Rp. 3000 / bulan
- Semi Permanen mx bm Rp. 3500 / bulan
- Permanen lm x Im Rp. 4000 / bulan
b. Kios
- Darurat Imx Im Rp. 3000/ bulan
- Semi Permanen Imx Im p. 3500/ bulan
- Permanen Tmx Im Rp. 4000 / bulan

Kelas I1.

af.os
- Darurat Imx I'n Rp. 2000 / hari
- Semi Permanen tmx b . 2500 7 hart
- Permanen im % tm Rp. 3000 / hari
b. Kios
- Darurat imx I Rp. 2500 / bulan
- Semj Permanen fm x fm Rp. 3000 / bulan
- Permanen Imx im Rp. 3500/ bulan

Kelas 111

a.lLos

- Darurat Imx Im Rp. 1500 / hari

- Semi Permanen Imx Im Rp. 2000 / hari.

- Permancen ImxIn Rp. 2500 / hari
b, Kios

- Darurat Imx Im f<p. 2000 / bulan

- Semi Permanen imx tm Rp. 2500/ bulan

- Permanen Imx b Rp. 3000/ bulan
¢ Sewa tanah Milik Pemda Tm x Inn Rp, 2500/ Bulan®

{3) - Pelataran Imx lm Rp. 10007 hari -

- Tempat Pelelangan kan Ty Im Rp, 1000 7 hart
o el bangunan kios, fos vang dieimpati secara herkala oleb yang bersangkutan setiap tahun
Jrdattarkan kembali

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi vang terutang dipungut diwilayah dacrah / kompleks tempat penyediaan pelayanan
fasilitas pasar diberikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu) hari, 1 (satu) Bulan atau ditetapkan
{ain oleh Bupati.



Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat ditctapkannya SKRID atau dokumen lain yang dipersamakan.

BABIX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN. DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD .

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditanda tangani oleh Wajib IRetribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan nenvampaian SPAORD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB X
PENLTAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasrkan SPAORD schagaimunu dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan rctribusi
terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2} Apabila berdasrkan hasil pemerixsaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terutang yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutany maka
dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk isi dan tata cara Pererbitan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayei (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
diterapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan mengiunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, "y
{kupon,dan-kartu langganam\ B '
(4) "Hasil pemungutan retribusi sebapaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kus
Daerah

BAB XI1
SANKSI ADMINISTRASI]
Pasal 15

Dalum hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar .
Hikenakan sanksi administrasi berupa bunga besar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi
Cane ety atan kurang dibavar Jon dicaeb deogan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan sccara tunai/ lunas



2) Pembayaran Retribusi yang terutang scbagaimana dimaksud pada ayata (1) dilakukan
selambat- lambatnya 15 (lima beles) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan

(3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran. tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB X1V
PENAGIHAN
Pasal 17

(1} Penagihan retribusi terutang vang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan
STRD )

(2) Penagihan retribusi terutang sebapaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat
teguran/ peringatary/ surat lain varg sejenis

(3) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal
pelaksanaan penagihan reiribusi dikeluarkan setelah 5 (lima ) hari sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran

(4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain vang
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang

(5) Surat teguran/ peringatan/ surat yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikeluarkan oleh pejabat vang ditiinjuk

(6) Tata cara penagihan dan penerbitun surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis diatur
dengan peraturan Bupati

Pasal 18

(1) Retribusi terutang berdasrkan SKRID atow dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT,
STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus
dibavar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui
instansi ,yang membidangi piutang dan lelang Negara

(2)Penagihan retribusi melalui instansi ,vang membidangi piutang dan lelang Negara,
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kceberatan hanya kepada Kepala Daerah yang di tunjuk
atas SKRD atau dokumen lain yvang dipersamakan.

{2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan
yang jelas,

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retrbusi

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi. '

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak surat keberatan harus memben
keputusan atas keberatan yang diajukan.




(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menrima seluruhnya atau sebagian, menolak
atau menambah besarnya retribusi yang terutang,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimuna dimaoksud pada ayat 1 telah lewat dan Bupati tidak
memberikan surat keputusan keberatan vang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

(1) Instanst yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kineria tertentu

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah

(3) Tata cara pemberian dan pemanfuatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan.

BAR XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran reiribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupcti dalam jangka waktu paing lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebogaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
Keputusarn.

{3) Apabila jangka waktu schugaimana dimaksud pada avat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan  permohonon pengpembalian kelebihan retribusi diangpap
dikabulkan dan SKRDLE harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)) Apabila Wajib retribusi mempunyai wtang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuju utang retribusi tersebut,

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran rewribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu peling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB,

(6) Apabila pegembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

(1) Permohonan pengambilan kelebthan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada
Bupat dengan sekurang-kurangnya menvebutkan ¢
a. Nama dan Alamat Wgjib Retribusi
b. Masa retribusi
c. Besarnva kelebihan pembayaran
d. alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan sccara langsung
atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan pejabat dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukt
permohonan diterima oleh Bupati.




Pasal 24

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar
kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 (dua puluh) ayat 4 (empat), pembayaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukt pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti

pembayaran,

BADB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Bupati dapat memberikan penpuringan keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan Keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAD X1IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasaf 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Ladaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung scjak sait terhutangnyva retribusi, kecuali apabila wajib retribusi
melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi.

0 Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

coDyterbithan surat teguran dladl

Vo pemnprktan utangs retritees L b Cotribusi baik Jangsung maupun tidak langsung.

41 Dalum hal diterbitkan surat tepuran sebagainung dimaksud pada ayat (2) hurut a, kadaluarsa
penagiban dihitung sejak tanggal diterimanya sural teguran tersebut

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsuny sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintab Daerah

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sehagaimana dimaksud pada aya
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dian
permohonan keberatan oleh waji® retribusi

1(2) hurui'b

Pasal 27

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan punagihan
sudah kadaluarsa dapat dihapuskan

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi vang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan

Bupatt

BAB XX
KETENTUAN PIDANA



Yasal 28

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban schingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah retribusi terutang yung tidak atau kurang dibayar

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (11 adalah pelanggaran.

(3) Denda schagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencrimaan Negara

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil fe-tentu dilingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau
retribusi daerah sebagaimana dimaksud undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

(2} Wewenang Penyidik sebagaiman: dimaksud pada ayat (1) adalah :

a,

¢

d.

o

iR

k.

Menerima, mencari. mengwapulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas.

Meneliti, mencari dan mengimpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badun
tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah tersebut.

Meminta keterangan dan bah.in bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi dacruh.

Memeriksa buku-buku, cataten-catatar dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana
dibidang retribusi dacrah,

Melakukan penggeledaan uniuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitoan terhadap bahan bukti tersebut.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi terscbut.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meniggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan mermeriksa identitas orang atau dokumen yang
dibawah sebagaimana yang dimaksud hurufe.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

Memanggi] orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi

Menghentikan Penyidikan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah menurut hukum vang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainnya penyidikan dan
menvampaikan hasit penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
Jiatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

=

BAB XXI1I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2000 tentang
Retribusi Pasar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.




A

Pasal 31

[Mal-hal yang belum  cukup dinur dalam Peraturan Daerah  ini sepanjang mengenal

nelaksanaannya akan diatur lebih lanju dengan Peraturan Bupati.

Pasat 32
Dorature Daerah ini mulai berlakuserah tinpgal diundangkan.

ahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini

Agar sctiap orang dapat manLtdllm 1Yd., mel nerint
alen Bolaang Mongondow.

Jengan penempatannya dalam embaran Dacran Kabup

Ditctapkan di Kotamobagu
pada tanggal, 18 April 2011

?Z BUPATI BOLAANG MONGONDOW, U

pada tanggal, 18 Apti 2011

l{ABITPA'I L\I OLAA; YG: M()N( ONDOW, }

/

FERRY L. SUGEHA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
UMUM:

Dalam rangka mendukung perkembangan ckonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi
dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber
dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dan retribusi daerah yang pengaturannya
perlu lebih ditingkatkan lagi. Selajan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan
dan pemberian pelayanan kepada masyarakat scrta usah meningkatkan serta usaha meningkatkan
pertumbuhan perekonomian daerah. diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan  asli

dacrah vang hasilnya semakin meningkat pula.

{pava peningkatan penvediian Junn dari sumber-sumber tersebut  antara jain
dilaksanakan dengan peningkatan kinerd pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan
dan penambahan jenis retribusi, melalui undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Langrah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas
dan efisiensi permmungutan retribusi daerah serta penigkatan mutu dan jenis pelayanan kepada

masyarakat, sehingga wajib retribusi fapat dengan mudah

Poraturan Daerah ini ditetepkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang
diperlukan, dalam rangka pelaksanon Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 o Cukup Jelas
Yasal 2 o Cukup Jetas
Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 . Cukup Jelas
Pasal 6 . Cukup Jelas
Pasal 7 o Cukup Jelas
Pasal 8 o Cukup Jelas
Pasal 9 o Cukup Jelus
Pasal 10 o Cukup Jelas
Pasal 11 o Cukup Jelas
Pasal 12 - Cukup Jelas
Pasal 13 o Cukup Jelas
Pasal 14 - Cukup Jelas
Ptsgdeel 5 - Cukup Jelas

P : Cukup Jelas
RasMg/ . Cukup Jelas
Pasal 18  Cukup Jelas
Pasal 19 . Cukup Jelas
Pasal 20 - Cukup Jelas
Pasal 21 + Cukup Jelas
Pasal 22 . Cukup Jelas
Pasal 23 . Cukup Jelas
Pasal 24 o Cukup Jelas
Pasal 25 + Cukup Jelas
Pasal 26 . Cukup Jelas




